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ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSRENBANG BERBASIS 

PERENCANAAN PARTISIPATIF DI KECAMATAN BINJAI 

 

Wilda Hafidzah 

 

1903100072 

 

 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum 

musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program 

pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah 

menggunakan aplikasi E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat 

menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis 

Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian Deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan analisis data 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program E-

musrenbang berbasis perencanaan Partisipatif sudah berjalan dengan baik. Yang 

dimana perencanaan partisipatif adalah melibatkan masyarakat dalam perencanan 

pembangunan. Partisipasi masyarakat dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini 

sudah berjalan optimal dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. 

Masyarakat mengikut sertakan dalam usulan perencanaan pembangunan lewat 

aplikasi E-Musrenbang. Aplikasi E-Musrenbang cukup membantu masyarakat 

dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan juga dapat melihat usulan usulan 

dapat ditindak lanjuti atau tidak oleh pemerintah. Walaupun masih ada masyarakat 

yang kurang memahami aplikasi E-Musrenbang tetapi masih banyak masyarakat 

yang senang dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini adakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan semakin membuka ruang 

partisipasi dan aspirasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 

di daerah. Dimana teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Teknologi tidak terlepas dari berbagai lingkup termaksud instansi pemerintah yang 

menggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah 

kepada masyarakat. Pemerintah membangun suatu terobosan baru yaitu E-

Government salah satu sarana yang disedikan pemerintah kepada masyarakat untuk 

ikut serta dalam pembangunan di daerahnya. Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 

tentang Telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan 

teknologi untuk mendukung good governance, agar hubungan dalam tata 

pemerintahan masyarakat dan pelaku bisnis dapat tercipta dengan baik .  

 Bentuk dari E-Government yang diterapkan salah satunya adalah E-

Musrenbang. E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan 

penggunanya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk menglola data 

usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelolaan perencanaan. 

Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas dan 

kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke 

Kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat 
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dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari Kecamatan, data akan dikirim ke 

SKPD yang nantinya akan di musyawarahkan kembali di DPRD. Hasil akhir dari 

E-Musrenbang adalah hasil rekapan usulan yang dikirimkan oleh seluruh 

kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD atau BAPPEDA. 

 E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk 

masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian 

aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat 

dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan 

adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. E-

Musrenbang memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.  

 Penggunaan E-Musrenbang di Kota Binjai cukup baik. Meskipun Pemko 

Binjai bekerja semaksimal mungkin dalam mengupayakan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat melelui aplikasi E-Musrenbang, Namun kenyataan di lapangan 

masih ada permasalah terkait aplikasi E-Musrenbang seperti terdapat masyarakat 

yang kecewa disebabkan laporan yang mereka kirim melalui aplikasi Emusrenbang 

tidak mendapat tanggapan dari instansi terkait. Masyarakat juga mengeluhkan 

lambatnya respon dari operator terkait pengaduan usulan masyarakat, masih banyak 

masyarakat yang belum menggunakan atau memanfaatkan aplikasi E-Musrenbang. 

Hal ini masih dinilai wajar karena aplikasi ini masih terbilang baru diperkenalkan. 

 Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan 

masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan 

untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemerintah saat ini telah menggunakan 

layanan Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) 
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berjaringan internet atau secara online untuk memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan usulan. E-Musrenbang merupakan salah satu forum musyawarah 

pemangku kepentingan dengan pendekatan bottom-up yang dilakukan secara 

berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota untuk merumuskan dan 

menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online.  

 Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan 

pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme 

musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Partisipasi 

masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam Musrenbang dan menyetujui 

hasilnya secara langsung serta tidak memantau seberapa banyak usulan program 

dan kegiatan yang lolos dalam APBD. Masyarakat perlu memahami sistem 

perencanaan pembangunan jika ingin turut terlibat dalam proses memengaruhi 

kebijakan, program, dan anggaran pemerintah.  

 Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang 

akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang 

berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi yang tercantum 

dalam Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa 

mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan 

masyarakat secara luas. 
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 Pentingnya peran masyarakat di Indonesia dalam pembangunan yang 

berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses 

demokrasi merupakan hasil masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan-

masukan yang lebih dikenal dengan aspirasi masyarakat merupakan sebuah ide 

ataupun gagasan yang berpengaruh pada tahapan pembangunan. Aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan berfungsi dalam proses pembentukan pembuatan 

gagasan agar lebih terarah dan mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah 

masyarakat.  

 Penerapan Elektronik Musyawarah pelaksanaan pembangunan merupakan 

inovasi system komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang diyakini dapat 

memberikan transparansi dan lebih efektif menyaring usulan masyarakat. E-

Musrenbang BAPPEDA Kota Binjai dapat memaksimalkan fungsinya sebagai 

perencana, pengendali, dan evaluator terhadap semua pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan Musrenbang. Karena semua telah disusun otomatis dalam sistem yang 

juga mampu menyajikan output yang informatif bagi berbagai pihak.  

 Semua perencanaan harus melewati aplikasi ini. Sehingga semua kelurahan, 

kecamatan dan SKPD dapat melihat informasi usulan mereka dengan mudah 

mengakses atau mendapatkan informasi secara jelas tentang usulan-usulan yang 

telah dibahas di musrenbang. Sampai pada tingkatan mana usulan tersebut dibahas 

dalam proses Musrenbang. Selain itu juga dengan adanya aplikasi EMusrenbang 

para pengusul dapat mengetahui diterima atau ditolaknya kegiatan yang mereka 

usulkan. 
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 Sebelum adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan tidak 

dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat 

berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya 

perencanaan yang berhasil adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, 

seperti salah satunya yaitu dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 

masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencaan dan 

merasakan manfaat nya secara langsung. Kegagalan dalam pembangunan atau 

pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. 

Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan 

kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat, 

dan rakyat tidak diikut sertakan. Oleh karena itu, penerapan E-Musrenbang 

diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, 

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien. 

 Sistem komunikasi E-Musrenbang dinilai mampu menjadi inovasi baru bagi 

Kota Binjai dalam proses Perencanaan Pembangunan, dan di yakini dapat 

menyajikan data lebih akurat dan efektif dalam menyaring usulan warga. Dengan 

adanya program ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran 

terutama dalam hal pelayanan publik, serta pemberantasan kemiskinan, dan 

peningkatan wirausaha ekonomi kreatif dll, yang tertuang dalam rencana program 

jangka menengah daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan secara transparan 

dan disusun dengan baik sehingga masyarakat bisa melihat dan memonitor 

pelaksanaannya. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan 

judul “ Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan 

Partisipatif Di Kecamatan Binjai Selatan”  

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi Program E-Musrenbang 

Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan”  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk Mengetahui Bagaimana Impelementasi Program E-Musrenbang 

Berbabis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Aspek teoritis, penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi 

Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan program e-

musrembang di kecamatan binjai selatan dan Mengapa partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan menggunakan sistem e-

musrenbang belum terlaksana secara optimal 

b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan Dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
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BAB II :URAIAN TEORITIS 

 Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Strategi, Perencanaan, 

pembangunan, Partisipatif, dan Perencanaan Partisipatif,  

BAB III:METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, 

Kategorisasi, Informan, Lokasi Penelitian 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 

jawaban narasumber-narasumber. 

BAB V :PENUTUP 

 Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Administrasi Pembangunan  

 Administrasi Pembangunan adalah seni dan ilmu tentang pembangunan 

suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut 

mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan 

secara efisien dan efektif (Mustopadidjaja dalam Sasoko, 2021). Administrasi dapat 

dikatakan sebagai salah satu cabang fokus dari administrasi publik atau administrasi 

negara. 

 Selanjutnya, Siagian (dalam Sasoko, 2021) berpendapat bahwa administrasi 

pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk 

memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Tentunya masyarakat di sini mengacu pada para 

perwakilannya yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, yakni 

pemerintah. Hanya saja poin utama dari pendapat Siagian ini adalah bahwa 

sejatinya pemerintah bukanlah pemilik kekuatan, akan tetapi hanya memiliki 

kewenangan sebagai wakil dari masyarakat sebagai stakeholders utama. 

 Sedangkan Meadow (Sasoko, 2021) mengungkapkan bahwa administrasi 

pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang 

ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Dengan 

demikian administrasi pembangunan tidak melulu mengenai berbagai birokrasi dan 
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kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan saja, akan tetapi berupaya 

juga untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaannya. 

 

2.1.1 Ciri-ciri Administrasi Pembangunan  

 Menurut Swerdlow & Katz (Sasoko, 2021), beberapa ciri Administrasi 

Pembangunan adalah sebagai berikut. 

a. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. 

b. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. 

c. Adanya perkembangan yang terjadi. 

d. Administrasi Pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada 

Administrasi Negara. 

 Sementara itu, menurut Siagian (Sasoko, 2021) beberapa karakteristik atau 

ciri dari administrasi pembangunan adalah :  

a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang 

berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang 

baru berkembang. 

b. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan 

pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam 

pelaksanaan yang efektif. 

c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan kearah 

keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan 

atau berorientasi masa depan. 
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d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari 

pemerintah. 

e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan 

pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu 

ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. 

f. Administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi 

penggerak perubahan. 

g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan 

bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven. 

 

2.2 Perencanaan Partisipatif 

      2.2.1 Pengertian Perencanaan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata 

dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program,dan perencanaan 

berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Perencanaan adalah sebuah proses 

yang menentukan keberhasilan suatu tindakan. 

 Menurut Wibowo (Akbar, 2018) Perencanaan ini pada asasnya berkisar 

kepada dua hal. Pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan 

konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang 

dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua, pilihan diantara cara - cara 

alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik 

untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi 
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pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria 

tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. 

 Sementara itu, menurut (Firmansyah & Mahardhika, 2018) Planning atau 

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan 

ekonomi, terutama yang beriorientasi pada masa depan dan berkembang dengan 

hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif serta mengusahakan 

kebijakan dan program. Dapat dikatakan bahwa perencanaan menyangkut 

keseluruhan strategi, tindakan, dalam konteks lingkungan organisasi dan tujuannya. 

 Sedangkan menurut Menurut Amirullah & Hanafi (Sadikin et al., 2020) 

perencanaan diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, 

menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara 

terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, 

Sadikin (Sadikin et al., 2020) menyimpulkan bahwa perencanaan adalah tindakan 

integratif yang mencoba untuk memaksimumkan efektivitas ide dan gagasan secara 

komprehensif dari suatu organisasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan optimal.  

 

      2.2.2 Pengertian Partisipatif  

 Menurut Isbandi (KALIGIS et al., 2021) Partisipasi merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah serta potensi 

yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai 

alternative solusi dalam penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi 

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang 

terjadi 
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 Menurut (Hajar et al., 2018) Partisipasi juga dapat diartikan sebagai 

keterlibatan aktif dari seseoang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar 

untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan serta terlibat 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring sampai evaluasi.  

 

 Sedangkan Mikkelsen (KALIGIS et al., 2021) mengemukakan pendapatnya 

mengenai partisipasi yaitu, kontribusi sukarela yang diberikan masyarakat kepada 

proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta sebuah proses yang 

aktif dan terkandung bahwa orang atau sekelompok orang terkait dalam hal 

tersebut, mengambil inisiatif serta menggunakan kebebasannya untuk melakukan 

hal tersebut. 

 2.2.2.1 Bentuk- Bentuk Partisipasi  

 Menurut Efendi (KAEHE et al., 2019) partisipasi dapat dibagi menjadi 

partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. 

a. Partisipasi vertikal Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk 

kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu 

program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai 

status bawahan, pengikut atau klien. 

b. Partisipasi horizontal Masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap 

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan 

yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan 

tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri 
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 Berbeda dengan pendapatnya Basrowi (KAEHE et al., 2019) yang 

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dan dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

a. Partisipasi non fisik, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan 

arah, 

pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu melalui 

pendidikan, sehingga pemerintah tidak akan kesulitan mengarahkan rakyat untuk 

bersekolah. 

b. Partisipasi fisik, adalah partisipasi masyarakat yang dalam bentuk 

menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan 

menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha 

beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung masyarakat, 

dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk 

bantuan lainnya 

 

 2.2.2.2 Elemen-elemen Partisipasi 

 Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program 

pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam elemen-elemen 

partisipasi menurut Juliantara (Saroy & Zakarias, 2021) adalah : 

a. Voice, Artinya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan 

terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. 
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b. Akses, Artinya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta 

terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk di dalamnya akses 

warga terhadap pelayanan publik. 

c. Control, Artinya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat 

untuk mengawasi jalannya tugastugas pemerintah. Sehingga nantinya akan 

terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif 

terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. 

 

 2.2.2.3 Indikator Partisipasi Masyarakat  

 Menurut Watson (KAEHE et al., 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat adalah : 

a. Faktor internal  

Menurut Slamet (KAEHE et al., 2019) faktor faktor internal adalah 

berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu 

dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu 

berhubungan erat atau ditentukan oleh ciriciri sosiologis seperti 

umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. 

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan 

tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, 

keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh 

pada partisipasi.  
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b. Faktor eksternal Menurut Sunarti (KAEHE et al., 2019) faktor-fakor 

eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua 

pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap 

program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh 

yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna 

kesuksesan program 

 

 2.2.3  Konsep Perencanaan Partisipatif  

 Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan 

kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun 

tidak langsung). Perencanaan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan 

pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan 

saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa 

yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah 

(bottom-up approach). 

 Menurut Abe (Solihah, 2020) Perencanaan partisipatif yang melibatkan 

masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, 

yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada 

legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan 

politik masyarakat. 

 Sedangkan menurut Sementara, Wicaksono dan Sugiarto (Akbar, 2018) 

mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan usaha yang dilakukan 
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masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang 

diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.  

 Konsep perencanaan bersifat top- down yang telah menciptakan kegagalan 

pembangunan tersebut harus diganti dengan konsep perencanaan pembangunan 

yang berasal dari bawah (bottom-up planning) dengan partisipasi aktif dari 

masyarakat. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari adanya suatu 

penerapan pendekatan partisipatif, yakni : 

a. Masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab yang lebih 

tinggi terutama dalam hal memelihara dan menjaga apa yang telah 

dibangun bersama. 

b. Semangat akan pembangunan akan lebih memaknai proses 

pembangunan itu sendiri secara holistik sebagai konsekuensi adanya 

kebersamaan di dalam membangun, baik dalam hal merencanakan 

maupun mengambil keputusan. 

c. Ketidakefisienan seperti adanya program yang tumpang tindih di 

dalam proses pembangunan dapat dihindari sehingga penghematan 

pada penganggaran pembangunan pun dapat dilakukan. 

 Menurut Osborne (Husnul Imtihan et al., 2017) Prinsip perencanaan 

partisipatif pada dasarnya sama dengan dengan prinsip good governance, yang 

mana prinsip good governance tersebut menekankan pada pengakuan akan 

kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. UNDP (United Nation 

Development Program) (Husnul Imtihan et al., 2017) sebagai lembaga dunia yang 
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bergerak dalam bidang pembangunan, karakteristik perencanaan partisipatif 

sebagai berikut : 

1. Partisipasi, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan 

yang legitimate mewakili kepentingannya. 

2. Peraturan Hukum 

3. Keterbukaan 

4. Ketanggapan 

5. Kesepakatan Bersama 

6. Bertanggung jawab 

7. Keadilan 

8. Efektif dan Efisien 

 Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus 

memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan 

partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

a. Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan 

dimasyarakat, 

b. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi 

teknik, ekonomi dan sosialnya, 

c. Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam 

masyarakat, 

d. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, 
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e. Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada, 

f. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka 

panjang, 

g. Memberi kemudahan untuk evaluasi, 

h. Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan 

tenaga yang tersedia. 

 

 2.2.4  Metode Perencanaan Partisipatif 

Metode perencanaan pasrtisipatif yaitu: 

1. Metode ZOPP yaitu sebuah perencanaan proyek yang berorentasi kepada 

tujuan. ZOPP adalah singkatan dari kata-kata Ziel (tujuan), Orienterte 

(berorentasi), Projekt (proyek), dan Planning (perencanaan). Perencanaan 

partisipatif melalui metode ZOPP ini dilakukan dengan menggunakan 

empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa, yaitu : 

a. Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-

masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki 

melalui suatu proyek pembangunan. 

b. Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai 

sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. 

c. Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan 

proyek yang paling memberi harapan untuk berasil. 
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d. Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok 

masyarakat dan sebagainya) yang berkaitan dengan proyek 

selanjutnya mengkaji kepentingan . 

 Perencanaan dengan metode ZOPP mempuyai kegunaan untuk 

meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui keadaan yang ingin 

diperbaiki melalui proyek, merumuskan tindakantindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil 

dari perencanaan itu sangat tergantung pada informasi yang tersedia dan yang 

diberikan. 

2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu sebuah metode 

pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, 

dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini mempuyai arti 

yang luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, merencanakan, dan 

bertindak. Tujuan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) adalah 

untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat 

dan keadaan masyarakat. PRA juga bertujuan memberdayaakan 

masyarakat, yakni dengan pengembangan kemampuan masyarakat dalam 

mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan perencanaan dan 

tindakan. Sedangkan prinsip kerja metode PRA hampir sama dengan 

metode ZOPP. Perbedaanya, kalau metode PRA penekanannya lebih pada 

proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan program. 

Penerapan metode PRA adalah untuk mendorong masyarakat turut serta 

meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan dan 
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kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat menyusun rencana dan tindakan. 

Metode PRA bersifat terbuka untuk menerima cara-cara dan metode baru 

yang dianggap cocok. 

3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) yaitu sebuah metode yang digunakan 

sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat, pelaksanaanya 

dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. 

Metode ini dilaksanakan dengan menggali informasi terhadap hal-hal yang 

terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua 

informasi tersebur diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan 

kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan. Metode RRA ini lebih 

berfungsi sebagai perencanaan dari penelitian lebih lanjut, atau sebagai 

pelengkap penelitian yang lain, atau sebagai kaji-tindak untuk 

menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan. 

 Berdasarkan para pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan 

potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan 

potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu dengan 

peningkatan aspirasi berupa einginan dan kebutuhan nyata yang 

ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok 

masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa- memiliki pada 

kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. 
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2.3 Pengertian E-Musrenbang 

 E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang 

dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat 

maupun di Daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh kementrian 

perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS). 

 E-Musrenbang adalah portal aplikasi perencanaan berbasis website yang 

dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat 

maupun di Daerah. E-Musrenbang menggunakan jaringan komunikasi melalui 

internet berbasis website 

2.4 Implementsi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif  

 Menurut Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa 

mekanisme perencanaan pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan 

masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat tidak saja merupakan cara untuk 

membangun kepercayaan baru pada institusi politik yang sudah hancur. Dengan 

teradopsinya partisipasi dan deliberasi ke dalam urusan publik atau proses 

kelembagaan, harapannya adalah tata pemerintahan masyarakat kota bisa lebih 

efektif dan akuntabel, sehingga bias memperbaiki kegagalan-kegagalan yang terjadi 

di lembaga pemerintah.  

 Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan 

masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan 
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untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemerintah saat ini telah menggunakan 

layanan Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) 

berjaringan internet atau secara online untuk memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan usulan.  

 E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk 

masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian 

aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat 

dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan 

adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. E-

Musrenbang memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaaan sekitar dengan objek penelitian 

secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada pada sekarang.  

 Menurut (Sugiyono, 2018)Metode deskriptif kualitatif  merupakan metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang  digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya  adalah eksperimen) 

diaman peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan  data dilakukan 

secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat  induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna  daripada generalisasi.  

 Menurut(Sugiyono, 2018) Metode penelitian deskriptif  kualitatif, yang 

menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk  menjadi 

instrument maka penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang  luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi  obyek 

yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif,  

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang  

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. 
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3.2 Kerangka Konsep  

 (Sugiyono, 2018) menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam 

surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua 

variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih 

secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi 

teoritis untuk masing-masing variabel juga argumrntasi terhadap variasi besaran 

yang diteliti. Berdasarkan judul peneliti, maka baasan-batasan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang 

mensyaratkan bahwa mekanisme perencanaan 

pembangunan tetap memprioritaskan keterlibatan 

masyarakat secara luas 

 

E-Musrenbang 

Masyarakat  Pemerintah Stakeholder  

Perencanaan Partisipatif 

1. Partisipasi Masyarakat  

2. Keadilan 

3. Bertanggung Jawab 

4. Efektif dan Efisien  

 
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat 

Kota Binjai Yang Berkualitas. Dimana semua rumusan 

dan langkah strategis diatas perlu ditopang oleh 

Kerjasama Seluruh Pemangku Kepentingan. 
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3.3 Definisi Konsep 

 Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah 

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dari uraian di atas digunakan 

konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi Program E-Musrenbang 

Berbasis Perencanaan Partisipatif  Di Kecamatan Binjai Selatan, digunakan konsep-

konsep sebagai berikut : 

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

2. Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan disingkat 

Musrenbang adalah upaya penjaringan asiprasi masyarakat yang antara lain 

ditunjukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak 

memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi  

3. Perencanaan adalah proses mempersiapkan pemikiran dan penentuan hal-hal 

secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu di masa yang akan datang. 

4. Perencanaan partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk 

memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang 

berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, 

yaitu dengan peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang 

ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok 
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masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada 

kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun 

3.4 Kategorisasi  

 Kategorisasi menunjukan bagaimana cara mengukur atau sebagai  inkator 

variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi  

penggolongan variable yang akan digambarkan sebagi sebuah pendekaatan  untuk 

mendapatkan kebenaran. Adapun Kategorisasi dalaam penelitian ini  yakni : 

a. Adanya Partisipasi Masyarakat  

b. Adanya Keadilan 

c. Adanya Bertanggung Jawab 

d. Adanya Efektif dan Efisien  

 

3.5 Informan 

 Informan kunci ( Key Informan ) merupakan mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai macam informasi pokok yang diperlukan dalam proses 

penelitian ini . adapaun informan kunci tersebut ialah : 

a) Nama    : Hot Maringan Samosir, S. E 

Usia    : 35 Tahun 

Jabatan   : Kasubag Keuangan dan Program  

Alamat  : Jln Jendral Jamin Ginting, Binjai Selatan  

Nomor Telepon  : 08116781988 

b) Nama    : Juliani Nasution S, SoS 

Usia    : 51 
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Jabatan   : Kepala saksi PMK dan Kesos  

Alamat  : Jln Gunung Bendahara Binjai Selatan  

c) Nama    : Sri  

Usia    : 50 

Alamat  : Jl Gunung Bendahara  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan dua cara yakni: 

a. Data Primer 

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa 

perntanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara 

wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah 

diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini datadata 

sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian 

seperti buku-buku, artikel, makalah, perarutan-peraturan, struktur organisasi, 

jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki 

relevansi dengan masalah yang diteliti. 
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3.7 Teknis Analisis Data  

 Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga 

komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2018) 

 Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan dan abstrak data, proses ini 

berlangsung sepanjang penelitian.  

 Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. 

Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. 

 Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data. 

3.8  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Camat Binjai Selatan Kota Binjai  

Jl. G. Bendahara No.58, Binjai Estate, Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 

20724 

a) Letak Geografis  

 Kecamatan Binjai Selatan merupakan salah satu dari 5 Kecamatan di Kota 

Binjai yang terletak di wilayah Binjai Selatan. Adapun gambaran umum Kecamatan 

Binjai Selatan sebagai berikut. Kecamatan Binjai Selatan terletak diantara :  
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a. Lintang Utara : 3 31' 40'' - 3 40' 2'' 

b. Bujur Timur : 98 27' 3'' - 98 32' 32 

c. Letak Kecamatan Binjai Selatan di atas permukaan laut : +30 m 

d. Luas Wilayah Binjai Selatan : 2996 Ha (29,96 KM2) Atau 3,20 % dari 

luas wilayah Kota Binjai, Terdiri dari 8 Kelurahan dan 61 Lingkungan 

e. Sebelah Utara : Kecamatan Binjai Kota 

f. Sebelah Selatan : Kabupaten Langkat 

g. Sebelah Barat : Sungai Bingai dan Kab. Langkat  

h. Sebelah Timur : Kecamatan Binjai Timur dan Kab.Deli Serdang 

 

b)  Visi dan Misi Kantor Camat Binjai Selatan   

1) Visi  

Terwujud Kecamatan Yang Lebih Maju Berbudaya Dan Religius 

2) Misi 

o Meningkatkan Pelayanan Publik  

o Memanfaatkan Sumber Daya Alam  

o Meningkatkan Kualitas Aparatur  

o Mengoptimalkan Peran Tim PKK dan Dharma Wanita 

Kecamatan Binjai Selatan 

o Meningkatkan Pembangunan Kehidupan Beragama dan Religius 

 

c) Pelaksanaan Program Kegiatan 
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1) Bidang Pemerintahan 

o Pembinaan Kepegawaian / Aparatur Sipil Negara (ASN) 

pembinaan Aparatur Kecamatan Pembinaan Aparatur Kelurahan 

Pembinaan Kepala Lingkungan 

o Menginvetarisir Data - Data Barang di Kecamatan dan 

Kelurahan 

o Penataan Administrasi Kearsipan 

o Penataan Ruang Fasilitas Kerja 

o Koordianasi antara Instansi 

2) Bidang Pembangunan 

o Melaksanakan Musrenbang 

o Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan 

 3)  Bidang Kemasyarakat  

o Penyelengaraan MTQ Tingkat Kecamatan 

o Peringatan Hari - KeAgamaan 

o Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian   

 Pada subbab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Impelementasi Program E-Musrenbang 

Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan, yang meliputi : 

adanya Partisipasi Masyarakat, adanya keadilan, adanya bertanggung jawab, 

adanya efektif dan efesien. Berikut ini adalah penyajiannya data primer yang telah 

diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian beserta dengan simpulan 

yang diambil dari tiap pertanyaan yang dijawab oleh informan, adalah sebagai 

berikut:  

 

1. Adanya Partisipasi Masyarakat  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag keuangan dan program, mengatakan bahwa tanggapan 

masyarakat cukup positif dengan adanya aplikasi E-Musrenbang. Masyarakat 

antusias dan cukup berpartisipasi di dalam pengisian usulan pembangunan melalui 

e-musrenbang dan masyarakat juga dapat melaporkan langsung. Fasilitas inilah 

yang memberikan atau dukungan bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan 

usulan pembangunan di wilayah masing-masing, sehingga kesimpulannya 

tanggapan masyarakat cukup positif dan partisipatif dengan adanya e-musrenbang 

 Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, terciptanya program  E- Musrenbang ini membawa dampak 
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positif bagi masyarakat, yang dimana masyarakat menyampaikan keluhan atau pun 

usulan mengenai pembangunan wilayah masing-masing  yang  dilihat langsung 

oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalu 

program E-Musrenbang mendapat dukungan yang banyak oleh masyarakat  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa menurut kami 

Program E-Musrenbang sudah cukup membantu pelaksanaan terjadinya partisipasi 

masyarakat namun memang masih banyak hal yang harus diperbaiki terutama 

dalam penyampaian dan juga pemberian pelatihan dan bimbingan kepada 

masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti untuk 

menyampaikan usulan melalui aplikasi musrembang Hal inilah yang kemudian 

harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Binjai  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juliani sebagai 

Kepala Seksi PMK dan Kesos, mengatakan bahwa tingkat  partisipasi masyarakat 

terhadap pelaksanaan E-Musrenbang sudah berjalan dengan bagus, dan kami 

menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan E-Musrenbang terjadi sehingga 

masyarakat dapat langsung mengikuti kegiatan pelaksanaan E-Musrenbang dan 

mendapat tingkat partisipasi yang lumayan banyak.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan E-Musrenbang 

sudah terbilang cukup bagus. Dengan tersedianya tempat yang memadai yang di 

sediakan  pihak Staff Camat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang harus di 

beri penyampaian dan juga pemberian pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat, 



34 
 

 
 

karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti untuk menyampaikan 

usulan melalui aplikasi E-Musrenbang. Staff anggota kecamatan harus 

memerhatikan dan membantu  masyarakat yang masih kurang dalam hal teknologi. 

Seperti yang diketahui masyarakat yang mengikuti pelaksanaan kegiatan program 

E-Musrenbang sudah berumur. Ada juga yang tidak memiliki Handphone canggih 

untuk mengakses program E-Musrenbang tersebut  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa apa yang diinginkan 

oleh masyarakat tentu saja adalah pembangunan yang responsif dan mengakomodir 

kepentingan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan pembangunan 

yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan 

Besar, pembangunan Jalan Setapak pada gang, serta pembuatan Jembatan kecil 

sehingga membantu akses transportasi. Selain itu juga perlunya untuk memasang 

lampu-lampu Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan 

usulan masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, perencanaan pembangunan yang mengkomodir kepentingan 

masyarakat bersama sangat diinginkan. Pembangunan infrastruktur  kecil seperti 

membuat jalan setapak gang yang dimana artinya masyarakat ingin Kecamatan 

tetap memerhatikan masyarakat yang masih tinggal di dalam gang yang jangkauan 

ke jalan raya dipermudah. Selain itu juga perlunya untuk memasang lampu-lampu 

Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan usulan 

masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan. 
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2. Adanya Keadilan  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program, mengatakan bahwa baik untuk 

partisipasi masyarakat yang dilakukan pada saat pengusulan rencana pembangunan 

dalam melalui program E-Musrenbang yaitu dengan mengusulkan rencana 

pembangunan dan juga dengan memberikan detail informasi yang akurat terutama 

lokasi dan koordinat lokasi. Karena hal hal yang seperti ini merupakan inovasi yang 

diakomodir melalui Aplikasi E-Musrenbang . Sehingga menurut kami  dengan 

adanya informasi yang lebih detail ini  harus diisi masyarakat  maka tingkat 

partisipasi juga meningkat  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, kecamatan memberikan detail informasi yang lebih akurat 

detail informasi yang lebih akurat, terutama lokasi dan koordinat lokasi karena hal-

hal seperti inilah yang merupakan inovasi yang dapat diakomodir melalui aplikasi 

E-Musrenbang. Masyarakat yang memiliki pehamaman sedikit tentang Program E-

Musrenbang mengenai apa saja isi didalam aplikasi E-Musrenbang itu menjadi 

terajak dan mau ikut berpartisipasi. Sehingga semakin meningkat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program E-Musrenbang.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Menurut kami 

prinsip keterampilan telah dicapai melalui prinsip E-Musrenbang karena dalam hal 

ini partisipasi masyarakat dapat disampaikan langsung melalui dua cara atau dua. 

Metode Pertama melalui metode penyampaian keterwakilan melalui Kelurahan dan 
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Kepala Lingkungan. Metode kedua melalui penyampaian langsung sehingga 

menurut kami asas keadilan telah dapat terakomodir dengan proporsional melalui 

kedua metode ini.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar 

yaitu ibu sri mengatakan bahwa, menurut kami sudah terwakilkan dan sudah merasa 

cukup senang dengan adanya usulan usulan tersebut, pembangunan dapat 

dikerjakan 

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, pelaksanaan program E-musrenbang sudah berkeadilan karena 

terdapat dua metode dari kecamatan yang di terapkan dalam pelaksanaan program 

E-Musrenbang yaitu yang pertama metode Penyampaian terwakilkan dan kedua 

metode penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.  

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Menurut kami 

masyarakat dapat terbantu dengan adanya aplikasi E-Musrenbang.  Hal ini dapat 

beralasan dikarenakan oleh dua hal pertama karena masyarakat dapat 

menyampaikan langsung usulan ataupun rencana pembangunan yang dibutuhkan di 

wilayahnya masing-masing. Kedua masyarakat dapat memantau langsung melalui 

aplikasi. Bagaimana proses daripada usulan tersebut sejauh mana proses tersebut  

telah ditindak lanjuti dan organisasi perangkat daerah mana yang kemudian akan 

menanggung jawab di usulan tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar 

yaitu ibu Sri  mengatakan bahwa, Aplikasi E-Musrenbang sangat terbantu dan 
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dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini sangat cepat untuk mendapatkan 

informasi, tetapi kami masih ada yang kurang memahami aplikasi ataupun mengerti 

aplikasi ini. Karena tidak semua orang tua paham atau pun mengerti menggunakan 

Handphone.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, adanya aplikasi E-Musrenbang sudah membantu masyarakat 

menyampaikan langsung usulan  rencana pembangunan yang masyarakat inginkan. 

Memang sebagian masyarakat masih kurang memahami dan mengerti aplikasi 

tersebut. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu oleh aplikasi E-Musrenbang 

tersebut.  

 

3. Adanya Tanggung Jawab  dalam Program E-Musrenbang  

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Bappeda selalu 

memfasilitasi pada operator E-musrembang di kecamatan maupun di Kelurahan 

bila menemui kesulitan. Ada dua bentuk fasilitas yang kemudian diberikan oleh 

Bappeda yang pertama adalah membuka kesempatan bagi setiap operator untuk 

datang ke kantor secara langsung. Kedua  Bappeda juga membuat grup WhatsApp 

yang di mana para operator dapat para operator dapat menyampaikan keluhannya 

dan menyampaikan konsultasi dan kemudian akan dijawab secara langsung oleh 

Kepala operator dan penanggung jawab di grup tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, Bappeda langsung sigap dalam mengatasi kesulitan dalam 
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mengoperasionalkan E-Musrenbang. Bappeda memfasilitaskan operator penerapan 

E-Musrenbang di Kecamatan maupun di Kelurahan apabila terdapat kendala yang 

terjadi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, aplikasi E-

Musrenbang telah mengikuti standar yang berlaku pada pemerintah hal ini sesuai 

dengan undang-undang. Ketika Login ke aplikasi E-Musrenbang menggunakan 

username dan password. Setiap kecamatan di beri username masing masing dan 

begitu juga password urus masing masing. Saat login tidak bisa diubah ubah lagi 

selain password.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang berlaku 

pada pemerintah hal ini sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan 

pemerintah tidak ada yang bisa di ubah ubah lagi saat login selain password. Untuk 

login aplikasi tersebut terlebuh dahulu dikasih username dan password pada setiap 

kecamatan.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa hasil E-musrenbang 

kemudian dibawa ke dalam forum lanjutan yaitu forum antar lintas organisasi 

perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota, yang 

kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah dan juga akan 

menghasilkan rencana kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah. 

Seluruh dokumen ini tentu saja menjadi dokumen pembangunan yang dimiliki oleh 
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masing-masing organisasi perangkat daerah. Pada dasarnya dokumen ini nanti akan 

dipublikasikan ketika telah menjadi suatu draft yang disebut anggaran 

pembangunan dan belanja daerah yang nanti akan dipublikasikan melalui situs 

Pemerintah Kota Binjai 

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, Seluruh dokumen ini tentu saja menjadi dokumen 

pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Pada 

dasarnya dokumen ini nanti akan dipublikasikan ketika telah menjadi suatu draft. 

akan dipublikasikan melalui situs Pemerintah Kota Binjai sehingga masyarakat 

dapat melihat atau pun memantau usulan telah dijalankan atau belum.  

 

4. Adanya Efektif dan Efesien  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, Dasar hukumnya 

PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan memiliki beberapa 

pendekatan seperti politik, janji-janji kepala daerah, anggota dewan termasuk ke 

dalam politis. Kemudian demokrat, kajian-kajian atau akademisi, partisipatif itu 

usulan-usulan stakeholder menuju  bottom-up, bottom-up terbentuk musrenbang 

jadi yang perencanaan usulan dari bawah ke atas adalah bottom-up, itulah namanya 

musrenbang, top-down ini kebijakan pusat. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, erkait musrenbang dan dasar hukum ialah didasarkan pada 

PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam membuat perencanaan harus 

adanya pendekatan seperti  pendekatan politik, contoh daripada pendekatan politik 

ialah janji-janji yang dibuat oleh kepala daerah atau anggota dewan serta 

pendekatan demokrat dan kajiankajian atau akademisi ataupun partisipasi yaitu 

usulan-usulan sekunder baru nanti diberlakukan bottom-up, bottom-up itulah yang 

disebut musrenbang yang terdiri atas paling kanan berdasasrkan usulan-usulan dari 

bawah hingga ke atas. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, masyarakat yang 

mengajukan usulan Melalui aplikasi E-Musrenbang  itu dapat mengetahui tindak 

lanjut daripada usulan yang telah disampaikannya. Tindak lanjut ini dapat diketahui 

dari dua cara, yang pertama  dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan.  

Apakah usulan tersebut diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang 

lebih tinggi. Kedua bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-

Musrenbang  kemudian dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui 

aplikasi tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, kecamatan memberikan akses kepada masyarakat untuk 

melihat usulan yang telah diajukan di aplikasi E-Musrenbang. Apakah usulan 

tersebut dapat ditindak lanjut atau tidak. Tindak lanjut ini dapat diketahui dari dua 
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cara, yang pertama  dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan.  Apakah 

usulan tersebut diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang lebih 

tinggi. Kedua bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-

Musrenbang  kemudian dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui 

aplikasi tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hot Maringan 

sebagai Kasubbag Keuangan dan Program mengatakan bahwa, sejauh ini aplikasi 

E-Musrenbang  telah memiliki beberapa fitur yang dapat di kustomisasi atau dapat 

diatur oleh para operator sesuai dengan kebutuhan dan konteks daripada rencana 

pembangunan yang akan dilakukan pada masing-masing Kelurahan dan juga pada 

kecamatan tersebut. Pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup 

mampu melayani dikarenakan tersedianya langkah langkahnya atau pun step by 

step. Sehingga mempermudah pihak kelurahan hanya mengikuti step by step.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa, yanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang didalam 

melayani operator E-Musrenbang dirasa cukup membantu dalam pelayanannya. 

Yang dimana aplikasi yang telah dikembangkan ini dibuat menjadi step by step 

artinya operator harus mengisi syarat pada step 1 terlebih dahulu sebelum lanjut ke 

step 2 sehingga step yang terbuka hanyalah nomor satu saja hal ini mencegah 

kesalahan yang terjadi pada penginput.  
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4.2 Pembahasan  

4.2.1   Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan       

Partisipastif  

 Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana 

Impementasi program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di 

Kecamatan Binjai Selatan, maka penulis menganalisis perolehan data primer dari 

hasil penelitian yang disajikan sebelumnya. Dari semua data dan informasi yang 

telah di peroleh melaluli wawancara dan data penelitian ini juga di peroleh melalui 

kepustakaan seperti buku,jurnal dan skripsi dan lain lain.  

 Dari seluruh data penelitian tersebut, maka akan di berikan analisis tentang 

Implementasi Program E-Musrenbang berbasis Perencanaan Partisipatif. Dalam 

melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan di sesuaikan 

dengan menggunakan data sekunder, yakni berupa teori-teori yang berhubungan 

dengan tujuan kegiatan penelian ini, sebagai berikut:  

a) Adanya Partisipasi Masyarakat  

 Dalam implementasi suatu program yang baik haruslah dilakukan suatu 

tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci 

(matang) agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan partisipatif 

diwujudkan dengan adanya tindakan musyawarah, dimana sebuah rancangan 

rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan 

(stakeholders). Menurut Abe (Solihah, 2020) Perencanaan partisipatif yang 

melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam 

pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan 
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nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran 

dan ketrampilan politik masyarakat. 

 Menurut (Hajar et al., 2018) Partisipasi juga dapat diartikan sebagai 

keterlibatan aktif dari seseoang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar 

untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan serta terlibat 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring sampai evaluasi.  

 Partisipasi Masyarakat dalam pelaksaan Program E-Musrenbang di 

Kecamatan Binjai selatan mendapatkan respon dan dukungan Positif dari 

masyarakat. Masyarakat antusias dan cukup berpartisipasi di dalam pengisian 

usulan pembangunan melalui e-musrenbang dan masyarakat juga dapat melaporkan 

langsung. Fasilitas inilah yang meemberikan atau dukungan bagi masyarakat untuk 

dapat menyampaikan usulan pembangunan di wilayah masing-masing, 

Perencanaan pembangunan yang responsif dan mengakomodir yang untuk 

kepentingan masyarakat membuat  masyarakat menginginkan pembangunan yang 

berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Besar, 

pembangunan Jalan Setapak pada gang, serta pembuatan Jembatan kecil sehingga 

membantu akses transportasi. Selain itu juga perlunya untuk memasang lampu-

lampu Jalan. Hal inilah yang kemudian menjadi prioritas dari keseluruhan usulan 

masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan. 

 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program E-Musrenbang di 

sebabkan dengan adanya informasi informasi yang lebih cepat di sampaikan kepada 

masyarakat. Mendapat dukungan positif dari masyarakat, E-musrenbang berjalan 

dengan optimal. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengusulkan usulan-usulan 
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perencanaan pembangunan. Dengan hanya tinggal menulis apa saja usulan usulan 

perencanaan pembangunan yang diinginkan masyarakat melalu website yang telah 

di sediakan di Aplikasi E-Musrenbang.  

 Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar 

partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan 

yang baik. Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari 

pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya 

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat 

itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan 

untuk masa berikutnya, 

 E-Musrenbang sendiri merupakan sebuah terobosan yang diberikan untuk 

masyarakat guna memudahkan interaksi, pemberian pelayanan, dan penyampaian 

aspirasi masyarakat berupa kritik saran atau terbentuknya e-Musrenbang berangkat 

dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan 

adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah 

 Sistem e-Musrenbang membawa  beberapa dampak positif seperti 

a. meningkatkan kualitas layanan pemerintah;  

b. meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas dalam hubungan 

pemerintah kepada warga negara dan pemerintah kepada pemerintah;  

c. mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 

pemangku kepentingannya untuk membangun hubungan dan interaksi;  
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d. membuka peluang untuk pemerintah untuk memperoleh sumber 

pendapatan baru dengan membangun interaksi dengan para pemangku 

kepentingan; 

e. menciptakan lingkungan komunitas baru yang dapat menjawab dengan 

cepat dan tepat masalah yang terkait dengan global perubahan dan tren 

saat ini 

f. memberdayakan masyarakat dan pihak lain sebagai pemerintah bermitra 

dengan cara yang halus dan demokratis 

 

b) Adanya Berkeadilan 

 Menurut Osborne Prinsip perencanaan partisipatif pada dasarnya sama 

dengan dengan prinsip good governance, yang mana prinsip good governance 

tersebut menekankan pada pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan.  

 Aplikasi E-Musrenbang dalam meningkatkan kualitas perencanaan ini 

sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika program 

baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Dampak yang 

terjadi terkait adanya program E-Musrenbang, contohnya ialah dampak positif yang 

dirasakan masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi 

masyarakat secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan elemen 

masyarakat. 
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 Dengan memberikan detail informasi yang lebih akurat, terutama lokasi dan 

koordinat lokasi karena hal-hal seperti inilah yang merupakan inovasi yang dapat 

diakomodir melalui program E-Musrenbang. Sehingga dengan adanya informasi 

lebih detail yang harus diisi oleh masyarakat maka tingkat partisipasi juga semakin 

meningkat.  Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang 

diinginkan masayarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam 

pelaksanaan program tersebut.  

c) Adanya Bertanggung Jawab  

 Kualitas perencanaan membutuhkan prosedur yang baik bagi 

pelaksanaannya, hal ini yang dimaksud dengan prosedur kualitas perencanaan 

adalah prosedur standar bagi pengelola program untuk mendefinisikan kualitas 

yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar, tanggungjawab dan 

sumber daya pada perencanaan program tersebut. 

 Dimyati dan Mudjiono (Hidayati, 2023) menyatakan bahwa, tanggung 

jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, 

kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga 

masyarakat.  

 Kemampuan pelayanan saat mengalami kesulitan dalam 

mengoperasionalkan E-Musrenbang adalah menggunakan alat bantu dalam proses 

pengeoperasionalkan aplikasi merupakan modal yang sangat penting dalam 

menunjang jaminan pelayanan saat mengoperasionalkan data. Jika ada kesalahan 

atau kurang maka tidak bisa untuk proses menguploadkan, dari pihak BAPPEDA 
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sendiri juga mempunyai cara tersendiri untuk mengantisipasi ketika ketidak 

pahaman operator adalah dibuatnya group Whatsapp dimana berisi tentang 

keluhan-keluhan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, mengenai 

pelayanan yang tersedia dalam aplikasi E-Musrenbang cukup mampu melayani, 

dikarenakan ada step by step atau tahap demi tahap. 

 Aplikasi E-Musrenbang telah mengikuti standar yang sesuai dengan 

ketentuan pemerintah, dimana disaat login aplikasi tersebut tidak ada yang diubah 

selain password. 
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     Gambar 4.2.1 Program E-Musrenbang  
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Dengan adanya aplikasi E-Musrenbang ini masyarakat terbantu dengan 

mendapatkan informasi informasi dengan cepat dan juga hasil E-musrenbang 

kemudian dibawa ke dalam forum lanjutan yaitu forum antar lintas organisasi 

perangkat daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota, yang 

kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah dan juga akan 

menghasilkan rencana kerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah. 

d) Efektif dan Efisien  

 Aplikasi E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website 

yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Pusat maupun 

aplikasi E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang 

dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Pusat maupun 

di Daerah. Maka dengan itu BAPPEDA membuat aplikasi E-Musrenbang pada 

tahun 2017 .  

 Melalui aplikasi E-Musrenbang  itu dapat mengetahui tindak lanjut daripada 

usulan yang telah disampaikan. Tindak lanjut ini dapat diketahui dari dua cara, yang 

pertama  dengan mengkonfirmasi kepada pihak kelurahan.  Apakah usulan tersebut 

diterima dan kemudian ditindak lanjuti pada tahapan yang lebih tinggi. Kedua 

bahwa masyarakat yang kemudian telah membuat akun E-Musrenbang  kemudian 

dapat mengecek usulan yang telah diajukannya melalui aplikasi tersebut. 

 Keinginan keinginan masyarakat mengenai pembangunan sedikit demi 

sedikit terwujudkan oleh pemerintah karena adanya aplikasi ini. Implementasi 
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Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Binjai 

Selatan sudah optimal dan terjalani dengan semestinya. Aplikasi E-Musrenbang 

digunakan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya.  

 Sistem komunikasi E-Musrenbang dinilai mampu menjadi inovasi baru bagi 

masyarakat kota binjai ini. an sejauh ini setiap hasil musrenbang yang telah 

dipertanggungjawab kepada masyarakat dipublikasikan. Artinya masyarakat 

mengetahui hasil evaluasi musrenbang dan masayarakat juga dapat memantau 

usulan telah dijalankan ataupun belum. 

 Dampak yang terjadi pada adanya program musrenbang ialah apa yang 

diinginkan masayarakat dirasa telah terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam 

pelaksanaan program tersebut dimana masyarakat sama-samamerasakan keadilan 

dan keterwakilkan pada pelaksanaannya. Dampak yang terjadi pada adanya 

program musrenbang ialah apa yang diinginkan masayarakat dirasa telah 

terwakilkan dan mendapat rasa keadilan dalam pelaksanaan program tersebut 

dimana masyarakat sama-sama merasakan keadilan dan keterwakilkan pada 

pelaksanaannya. 
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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Aplikasi E-Musrenbang memberdampak positif bagi masyarakat 

dikarenakan usulan-usulan masyarakat yang telah disetujui oleh pemerintah 

dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya 

dan sisi positif lainnya dari E-Musrenbang antara lain yaitu yang dirasakan oleh 

masyarakat pada program ini ialah penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat 

secara cepat sehingga berdampak pada rasa keadilan masyarakat.  

Dalam penggunaan aplikasi E-Musrenbang di kecamatan Binjai Selatan masih 

banyak yang kurang memahami bagaimana menggunakan aplikasi E-Musrenbang.  

 Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program E-musrenbang 

terbilang cukup bagus walaupun sebagian masyarakat masih ada yang kurang 

memahami tetapi sebagian masyarakat antusias dengan adanya aplikasi ini. Usulan- 

usulan perencanaan pembangunan masyarakat ini dapat ditindak lanjuti oleh 

pemerintah karena adanya aplikasi ini. Keinginan keinginan masyarakat mengenai 

pembangunan sedikit demi sedikit terwujudkan oleh pemerintah karena adanya 

aplikasi ini. Implementasi Program E-Musrenbang Berbasis Perencanaan 

Partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan sudah optimal dan terjalani dengan 

semestinya. Aplikasi E-Musrenbang digunakan oleh masyarakat dengan sebaik 

baiknya.  
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5.2 Saran  

 Diharapkan untuk pihak pemerintah atau Kecamatan Binjai Selatalebih 

ditingkatkan untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat 

mengetahui manfaat aplikasi E-Musrenbang. 

 Diharapkan partisipasi masyarakat diharapkan kedepannya lebih baik agar 

masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan 

penguatan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan 

masyarakat, maka tujuan musrenbang itu akan tercapai yaitu mendapatkan 

keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan 

keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih 

menjawab persoalan-persoalan masyarakat. 
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